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ABSTRAK 

Masa transisi legislatif pasca pemilihan umum atau yang dikenal sebagai 

lame duck session merupakan periode krusial yang memiliki kerentanan tinggi 

terhadap distorsi proses pembentukan hukum akibat adanya asimetri antara 

wewenang konstitusional yang masih utuh dengan akuntabilitas politik anggota 

dewan yang menurun drastis. Kondisi ini menciptakan celah zona bahaya legislasi 

yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang dan berdampak langsung pada 

degradasi mutu undang-undang. Permasalahan utama dalam penelitian ini secara 

eksplisit meliputi dua hal, yakni bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan 

wewenang pada masa lame duck session DPR RI dalam proses pembentukan 

undang-undang, serta bagaimana implikasi penyalahgunaan wewenang tersebut 

terhadap kualitas produk legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan pembentukan 

undang-undang, serta menilai implikasinya terhadap kualitas produk legislasi yang 

dihasilkan berdasarkan indikator kepatuhan asas pembentukan undang-undang, 

partisipasi bermakna, dan prinsip negara hukum. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi 

deskriptif-analitis dan preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan 

perundang-undangan, risalah rapat, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang 

dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Data tersebut dianalisis dengan 

analisis kualitatif untuk menginterpretasikan praktik legislasi berdasarkan asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan prinsip partisipasi 

bermakna. 

Hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

poin utama. Pertama, penyalahgunaan wewenang pada masa lame duck session 

bermanifestasi secara sistematis melalui deviasi agenda berupa penyisipan tiba-

tiba, pemadatan durasi pembahasan, manipulasi prosedur kehadiran, hingga 

partisipasi publik yang bersifat semu. Kedua, praktik penyalahgunaan wewenang 

tersebut berimplikasi pada merosotnya kualitas produk legislasi secara formil 

maupun materiil yang tercermin dari cacat prosedur, disharmoni norma, dan 

tingginya angka pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Fase lame 

duck session terbukti secara sistemik menghasilkan produk hukum yang substandar 

dan legal namun tidak legitimate karena mengorbankan prinsip kehati-hatian demi 

target politik jangka pendek. 
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